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Putih Pertahan-

an yang dilun-
curkan Mei lalu, Menteri
Pertahanan Ryamizard
Ryacudu mengusulkan
perlunya badan intelijen
pertahanan.

Selain itu, Kementerian Per-
tahanan (Kemhan) belakangan
juga berencana mengambil alih
fungsi penugasan atase pertahan-
an dan mendirikan kantor wi-
layah atau perwakilan di sejum-
lah daerah di Indonesia. Ada du-
gaan, salah satu logika di balik
wacana ini adalah "mandeknya”
gerbong promosi perwira TNI
beberapa tahun belakangan.

Penelitian yang tengah dila-
kukan Centre for Strategic and
International  Studies (CSIS)
mengungkapkan beberapa pola
mutasi perwira tinggi (pati) TNI
selama satu dekade terakhir. Per-
tama, secara umum, dalam kurun
2005-2015, sebanyak 3.956 pati
mutasi 135 kali. Meskipun ini
artinya rata-rata sekitar 360 pati
dimutasi per tahun, lompatan be-
sar sebenarnya terjadi setelah era
kedua Presiden SBY: dari 177 pati
per tahun (2004-2009) hingga
511 pati per tahun (2010-2015).

Kedua, dari hampir 4.000 pati
vang dimutasi tersebut, hanya
752 pati yang dipensiunkan dan
883 mengalami mutasi dua kali
atau lebih dalam satu tahun. Ar-
tinya, pergerakan gerbong mutasi
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lebih cenderung bersifat lateral
daripada vertikal.

Tepatnya, dalam kurun 11 ta-
hun—dari 2005-2015—kenaikan
pangkat atau jabatan (vertikal)
hanya 24 persen. Lebih dari se-
tengah (52 persen) mutasi ber-
sifat horizental: mutasi jabatan
dengan pangkat yang kurang le-
bih setara atau jabatan diisi de-
ngan pati dari angkatan kelu-
lusan akademi yang sama.

Ketiga, mayoritas yang dimu-
tasi pati AD (51%), diikuti AL
(27%) dan AU (22%). Lebih jauh,
dar total 7121 jabatan atau pos
yang terpengaruh mutasi dalam
periode 2005-2015, hampir se-
tengah terkait dengan Mabes
TNI dan fungsi Angkatan Darat
(Kostrad, Kopassus, Territorial,
dan Mabes AD) serta pendidikan
dan pelatihan.

Selain itu, gerbong mutasi juga
menyentuh lembaga negara dan
kementerian lain selain organi-
sasi TNI. Sebanyak 1.121 pati di-
mutasi dari atau menuju ke
Kemhan, Kemenko Polhukam,
BIN, Basarnas, Bakorkamla, Se-
kretariat Negara, serta beberapa
kementerian dan lembaga negara
lain,

Secara struktural, percepatan
gerbong mutasi setelah 2009 bu-
kan semata-mata terkait politik
hubungan sipil-militer menje-
lang berakhirnya kepresidenan
SBY. Tekanan struktural akibat
membeludaknya perwira lulusan
akademi militer (Akmil, AAL, dan
AAU) tahun 1987 dan 1988 (ma-
sing-masing 439 dan 864 per-

wira) juga jadi faktor penentu.
Padahal, sejak angkatan 1973
(termasuk di dalamnya Presiden

SBY), ketiga akademi militer

itu hanya meluluskan rata-rata
266 perwira per tahun hingga
1986,

Jadi, jika kita asumsikan jen-
jang karier perwira dari akademi
hingga pensiun hanya 35-37 ta-
hun, dan posisi strategis di dalam
TNI makin mengerucut pasca
reformasi, maka gerbong promo-
si perwira angkatan 1987 dan
1988 akan tersumbat pada tahun
2000-an. Dalam hal ini, akse-
lerasi gerbong mutasi di era Pre-
siden SBY diharapkan dapat
memberi  ruang jabatan dan
pangkat untuk mengurangi ke-
mungkinan terjadinya penyum-
batan tersebut.

Namun, nyatanya, hingga 2016
hanya tercatat kurang dari dua
lusin pati dari angkatan 1987
vang mendapat bintang perta-
manya baru pada tahun 2013,
Jumlah jenderal dari angkatan
1988 lebih sedikit lagi. Artinva,
pada tahun 2016 masih banyak
perwira dari kedua angkatan ter-
sebut yang masih menjabat let-
nan kolonel (letkol) dan kolonel
setelah sekitar tiga dekade meng-
abdi dan masih punya waktu le-
bih kurang 5-6 tahun lagi hingga
wajib pensiun di usia 58 tahun.
Sebaliknya, masih banyak jen-
deral dari angkatan 1982-1986
yang baru pensiun pada tahun
2018-2020, termasuk di dalam-
nya Panglima TNI sekarang.

Hal ini menunjukkan proses

regenerasi korps perwira belum
berjalan efektif, efisien, dan tepat
guna. Penyumbatan promosi TNI
ini, terutama bagi perwira ang-
katan 1987 dan 1988, masih ter-
jadi juga karena selama satu de-
kade terakhir mayoritas mutasi
bersifat lateral dan minimnya
jumlah perwira yang pensiun.

Selain  mandeknya gerbong
promosi pati, minimnya trans-
paransi kebijakan personel dan
mutasi di tubuh TNI sendiri
memperparah  ketidakpastian
proses validasi organisasi yang
sudah berlangsung sejak era Pre-
siden SBY dan ketidakjelasan
proses transformasi pertahanan,
Akibatnya, tidak heran jika pati
vang dimutasikan melalui ber-
bagai instansi di luar TNI makin
meningkat, Tidak mengherankan
juga jika muncul wacana me-
nambah jabatan militer baru, ter-
masuk melalui "perpanjangan
tangan” Kemhan atau perluasan
komando teritorial.

Di tengah makin memanasnya
lingkungan strategis Indonesia,
terutama terkait kebangkitan mi-
liter Tiongkok dan sengketa Laut
Tiongkok Selatan, para pembuat
dan pemangku kebijakan perta-
hanan perlu memikirkan proses
perombakan kebijakan personel
TNI secara lebih sistematis dan
strategis. Apalagi sejarah militer
Indonesia menunjukkan bahwa
minimnya pelembagaan, profe-
sionalisme, dan transparansi in-
ternal kebijakan personel ABRI/
TNI sering kali berdampak ne-
gatif pada kesatuan organisasi

dan hubungan sipil-militer.
EVAN A LAKSMANA
Peneliti Centre for Strategic
and International Studies (CSIS),
Indonesia
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Era otoritarian Orba ja-
di pembelajaran bangsa.
Alumninva banyak.
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Rp 1,82 triliun uang per-
kara pengganti korupsi
di Kejagung tak jelas,
Kayak tuyul!
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Kapolri: Banyak infor-
masi provokatif di me-
dia sosial.

Ya, usutlah.
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Menteri Susi tolak in-
vestasi asing di bidang
perikanan tangkap.
Bisa habis dikeruk.
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